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Perihal : Permohonan Klarifikasi Informasi dan Data
Kepada Yth :
BAPAK KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
it 28

TEMPAT,

Assalam Mualai’kum Wr Wb

Dengan Hormat,

Salam Sejahtera Kami Sampalkan Kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Banten Beserta Staff Dan Jajaran, Semoga diberikan Kekuatan
Dalam Mengemban Tugas Negara Oleh Allah Swt AMiR. ——-——————=——-S—mfee—e—euc

Perkenankan Kami Dari Aliansi Forum Keadilan Masyarakat Banten (DPP-
FRKMB) Provinsi Banten Untuk Menyampaikan Surat Permohonan informasi
dan Data terkait Kegiatan pelaksanaan penggunaan anggaran Dinas
Pariwisata Provinsi Banten DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021 diduga
dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan anggatan tidak sepenuh.nya dilaksanakan Sarat
KKN,namun Kkami tetap menjungjung tinggl azas Praduga tak bersalah serta
mengacu kepada Landasan DasSar :--——=m-=mmm==ebao ool L

- Undang-Undang Dasar Republik IASOHERLe Tabun 1048, <5 it ——————-
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelanggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, K ------- ————————

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Sabagaz Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun
200 . e e e e e e e

- Peraturan Pemerintah Eﬂnot 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Hhaylrukat Dan Funborxan Penghargaan Dalam Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana !torupu Undang—Undanq Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. ko 4

Peraturan Undang-Undang :
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;----—=----
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;--—-—--—--—=====——w-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.--—-————————c—mmeeemeem
Peraturan Komisi Informasi Pusat.----------c--mccmmmm e o
Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik:-=-—===--——cmmmmmmmmme e o
1. Peraturan Gubernur Banten ( PERGUB ) Nomor 16 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten.--sss-ssssemme oot e




DEWAN PIMPINAN PUSAT
FORUM KEADILAN MASYARAKAT BANTEN
( DPP-FKMB ) PROVINSI BANTEN

AKTA NOTARIS NO.26 TANGGAL AKTA 23-12-2010 NOTARIS
Sekretariat : Perumas Ciracas Kel.Serang Kota Serang Tip :081383884106 - 081535316350

N

. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaran Pemerintah Daerah.=====—===omocmmommomomoo o

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 945 Tahun 2020 tentang

Daftar Informasi Publik Tahun 2020.-====-mmm oo o

informasi merupakan kebutuhan pokek setiap orang bagi pengembangan
pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi
ketahanan nasional. Hak mempercleh informasi merupakan hak asasi manusia
dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu- ciri penting
negara demokratis vyang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara vang baik. Keterbukaan informasi
publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang
berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang di amanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.-—-—-————semmecmc e m e e e e

Dalam Perihal Tersebut Surat Permohonan Informasi dan Data terkait
Penggunaan Kegiatan pelaksanaan penggunaan anggaran Dinas Pariwisata
Provinsi Banten DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021 Provinsi Banten.--

5 BELANJA
8|1 BELANJA OPERASI
5 |1 }01]Belanja Pegawai

5 J1 {02]Belanja Barang dan Jasa

S|z BELANJA MODAL

5 {2 {02 ]Belanja Mcdal Peralatan dan Mesin

-~ Mohon lampirkan Dokumentasi foto Kegiatan serta bukti nhnb!xggan/tha
dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten
DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021 Provinsi Banten,L —--—-===cececee—=-
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Jika permintaan Kami ditolak karena alasan kerahasiaan,permintaan
informasi tidak ditanggapi; sesuai yang diminta; permintaan informasi
tidak dipenuhi; informasi diberikan melebihi jangka waktu. maka kami Dari
Aliansi Forum Keadilan Masyarakat Banten ( DPP-FKMB ) Provinsi Banten
Meminta Kepada ( APH ) Untuk Membentuk tim pemeriksaan Terkait Prihal
tersebut,dan berhak menyampaikan Pendapat dimuka Umum di kantor Dinas
Pariwisata Provinsi Banten.——-———— oo m oo oo

Demikian surat permohonan klarifikasi dan data ini dibua kepada yang

berkepentingan agar memberikan informasi vyang Dbenar dalam waktu

3(Tiga)Hari Kerja Kalender secara tertulis guna mewujudkan Keterbukaan
Informasi Publik. === e o e e e e e

t

Serang,l September 2022
Dewan Pimpinan Pusat
. Forum keadilan Masyarakat banffen
Provinsi Banten
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. Tembusan Ini diaampaikan kegad.a Yth

1. Bapak Ketua DPRD Provinsi Banten

2. Bapak Gubernur banten

3. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Banten
4. Bapak Kapolda Banten

5. Bapak Sekertaris Daerah Banten

6. Kepala BKD Provinsi Banten

7. Arsip-




PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
J1. Syech Nawawi, Palima — Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

Serang, 13 September 2022

Kepada

Nomor . 65C /2168 - Dspar /2023 Yth. Ketua DPP FKMB
Lampiran - Provinsi Banten
Perihal : Tanggapan Klarifikasi Informasi dan Data di -

TEMPAT

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara tertanggal 1 September 2022
Nomor 1021/DPP-FKMB/BTN-Dt/2022 Perihal Permohonan Klarifikasi
Informasi dan Data yang disertai dengan melampiran dokumentasi foto kegiatan
seita bukii pembayarain/nota dalam pelaksanaan pengguiiaan anggaran Dinas
Pariwisata  Provinsi Banten sebagaimana yang tertuang  dalam
DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021.

Bersama ini mohon kiranya Saudara memperjelas kembali terkait
permohonan klarifikasi informasi dan data yang dimaksud, mengingat dalam
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA.
2021 tersebut memuat seluruh Program dan Kegiatan hingga Sub Kegiatan.
Unituk itu mohon Kiranya Saudara micimnetakan Keiivali niarilinasi iniormasi dan
data dimaksud agar kami dapat menanggapi tanggapan klarifikasi yang sesuai
dengan keinginan Saudara.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih

KEPALA DINAS

0s, ML.S
8603 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth ;
PPID Provinsi Banten (sebagai laporan)
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Hari ini

& Pesan dan panggilan terenkripsi secara
end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini,
termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau
mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.
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